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Sistem Pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang secara prinsip
menganut dua nilai dasar yaitu Nilai Kesatuan dan Nilai Otonomi. Nilai Kesatuan memberikan indikasi
bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain didalamnya pada magnitude Negara.
Artinya Pemerintah Nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara. Nilai
Otonomi adalah nilai dasar otonomi daerah dalam batas kedaulatan Negara. Artinya penyelenggaraan
Negara, khususnya kebijakan desentralisasi terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting,
yakni pembentukan daerah otonomi dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian - bagian tertentu urusan pemerintah.

Kebijakan Desentralisasi merupakan instrumen pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan
bangsa yang demokratis. K ebijakan tersebut diterapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999,
yang mulai dilaksanakan sgjak tahun 2001 sebagai rangkaian dari seluruh proses perjalanan sistem
pemerintahan di Indonesia. Secara formal kebijakan desentralisasi dituangkan dalam peraturan perundangan
sgjak 1903, 1945 dan seterusnyatahun 1948,1957, 1959, 1965 sampai terakhir 1999.

Bertumpu dari keingintahuan atas pel aksanaan otonomi daerah tersebut dan dampaknya terhadap ketahanan
nasional, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh Penyelengaraan Otonomi Daerah terhadap Aparatur
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dengan pendekatan mengkaji elemen-elemen serta lingkungan strategis yang
mempengaruhi penyel enggaraan Otonomi.

Ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan Reformasi dan pemberdayaan aparatur
pemerintah daerah sebagai alat untuk menggerakkan pemerintah dan pastisipasi masyarakat dalam
pembangunan untuk mewujudkan demokratisasi dan keadilan sesuai aspirasi masyarakat daerah. Dengan
penyelenggaraan otonomi daerah secara luas dan nyata, maka daerah diberikan kewenangan yang luas. Hal
ini membawa implikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah
dalam rangka pemberian pelayanan dan tuntunan kebutuhan masyarakat yang semakin besar.
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